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BAB 1 

PENDAHALUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini 

jelas diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun  1945, yang berkedaulatan rakyat yang dalam 

pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan 

kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga 

permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan 

rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat 

menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, 

agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar atas 

hukum, dimana segala aktifitas ketatanegaraan yang dijalankan sebagai tugas 

yang diberikan oleh Undang-Undang harus juga didasarkan oleh Undang-

Undang. Keinginan untuk membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan 

dapat terlihat dari perkembangan konsep negara. Negara menurut Hegel dalam 

Darsono (2006:21) ialah realitas “Roh” atau kesadaran, yang menjawab 

pertentangan dalam masyarakat. Tanpa Negara pertentangan yang ada di 

dalam masyarakat tidak  dapat diselesaikan. Semua hubungan tersebut diatur 
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oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) (L.J. 

Van Apeldoom, 2000:6). Apabila dilihat dalam Pembukaan UUD tahun 1945 

alinea ke-empat, dapat ditemukan beberapa prinsip kenegaraan, yaitu; prinsip 

Negara Kesatuan, prinsip Negara Kesejahteraan, prinsip Negara Republik, 

prinsip Negara Hukum, prinsip Negara Demokrasi dan prinsip Negara 

Pancasila. Prinsip-prinsip di atas menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan 

pemerintahan Negara Indonesia. 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

teori Trias Politica, tidak secara utuh dianut oleh konstitusi Negara Indonesia, 

tetapi lebih cenderung mengikuti konsep Separation of Power. Teori ini 

memberikan konsekuensi pembagian kekuasaan di antara eksekutif, legislatif 

dan yudikatif bisa saling bekerjasama. Konsep pembagian kekuasaan dalam 

hal menciptakan keharmonisan, kontrol satu sama yang lain dalam konteks 

pengawasan. Berbeda dengan sistem Trias Politica, dalam sistem demokrasi 

Pancasila yang dianut, tidak ada pemisahan secara tegas dalam hal kekuasaan 

antara sesama lembaga negara. Dalam sistem demokrasi Pancasila, 

pembagiaan kekuasaan dilakukan secara selaras, serasi dan seimbang menurut 

asas kebersamaan dan kekeluargaan. Sistem pembagian kekuasaan inilah yang 

digunakan dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia dalam penyelengaraan 

pemerintahaan sesuai dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Secara teori, 

kekuasaan lembaga eksekutif dan legislatif sejajar, sehingga akan terjadi 

keseimbangan dalam kekuasaan. Konsep separation of power diartikan 

sebagai pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan demokrasi, yaitu bahwa 

alinea ke-empat, dapat dititememukan beberapapa a prp insip kenegaraan, yaitu; prinsip 

Negara Kesatuaann, prinsip Negara Kesejahteraan, pprir nsip Negara Republik, 

prinsip NNegara Hukum, prp innsiip p NeNegagaraa Demokrasi danan prinsip Negara 

Panncasila. Prinsipp-p-prrinsnsip di atas menjadi ddasarar ddalalaam setiap penyyelenggaraan

pemeriintntahahanan Neggararaa IIndonesia. 

DDalaamm Undang-Undang Dasar Negara Republik InIndonesisia a TaTahuh n 191 45 

teori Trriias Politica, tidak secara utuh dianut oleh konstitusi NNegarra a InIndonesiiaa, 

ttetapipi lebih cenderung mengikuti konsep Separation of Powwer. TeTeororii ini i
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PaPancncasila yang dianut, tidak ada pemisahan secara tegas dalam hahall kekekukuasasaaan 
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peembmbaggiaanan kkekekuasaan dilakukukan secarara selaras, serasii dadan seimbabanng menurut 

asas kebersamaan dan kekeluuargaan. Sisstem pembagian kekuasaan inilah yang 

digunakan dan dikembangkann oleh baangsa Indonesia dalam penyelengaraan

pemerintahaan sesuai dengan idideoloogi bangsa yaitu Pancasila. Secara teori, 

kekuasaan lembaga eksekutif daann legislatif sejajar sehingga akan terjadi
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masing-masing lembaga mendapatkan tugas yang seimbang antara kekuasaan 

eksekutif, legislatif dan yudikatif. 

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memaknai pembagian kekuasaan 

berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian 

(legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa 

konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi 

atau kerjasama (Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988: 140). Berbeda dengan 

pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan kekuasaan selalu harus dibatasi 

dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang 

bersifat checks dan balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling 

mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain, namun keduanya ada 

kesamaan, yaitu memungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Selain itu 

pembagian kekuasaan baik dalam arti pembagian atau pemisahan yang 

diungkapkan dari keduanya juga mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk 

membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu 

tangan yang memungkinkan terjadinya kesewanang-wenangan. 

Konsekuensi dari pembagian kekuasaan maka baik legislatif,eksekutif, 

maupun yudikatif mempunyai tugas dan cabang- cabang kekuasaan 

dibawanya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi 

yang terjadi dalam perubahan mendasar kekuasaan menghantar perubahan ke 

hampir semua lini cabang kekuasaan negara. Demokrasi memberikan peluang 

keterbukaan dan peran yang besar bagi Dearah bahkan negara dalam 

menjawab tuntutan masyarakat. 

Moh. Kusnardi daan n HaHarmaily Ibrahahimim memaknai pembagian kekuasaan 

berarti bahwa kekekuasaan itu memang dibagi-bagigi dalam beberapa bagian 

(legislatiiff, eksekutif dan yududikkatatifif),, ttetetapapi titidak dipisahkan. HaH l ini membawa 

konnsekuensi bahhwawa ddiaiantara bagian-bagian iitu u didimum ngkinkan adada koordinasi

atau kererjajasasamam  (Kuusnsnardi dan Harmaily Ibrahiim,m  1988: 114040).). BBerbedaa dengan

pependndapapaat Jimmlly Asshiddiqie yang mengatakan kekuasaann selalu u haharuruss dibabatasi 

ded ngann cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cababang-ccababanang yangng 

beb rsififat checks dan balances dalam kedudukan yang sederajajat dadan n sasaling 

meenngimbangi serta mengendalikan satu sama lain, namun keeduanya aadada 

kesamaan, yaitu memungkinkan adanya koordinasi atau kerjasamaa. Selaiain ituu 

pepemmbagian kekukuasasaaaann babaikik dalam arti i pepembmbagagiaian atau pemisisahahan yanangg 

diungkapkan dari keduanya jugaga mmeempunyai tujuan yang sama yaitu ununtutukk 

memembm atasi kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaaanan ppadada a sasatu 

tatangan yang meemumungngkkinkan ttererjajadidinynya a kekesewanaangng-w-wenangan. 

Konsnsekekuensi dari pembab gian kekekuasaan maka babaikik leggisslalatitiff,eksekutif, 

maupun yudikatif mempuunyai tugass dan cabang- cabang kekuasaan

dibawanya dalam konteks NeNegara Kessatuan Republik Indonesia. Demokrasi 

yang terjadi dalam perubahan mmendaasar kekuasaan menghantar perubahan ke

hampir semua lini cabang kekuasaaan negara Demokrasi memberikan peluang
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Sebagai negara hukum yang demokratis, aplikasi dari demokrasi saat 

ini adalah otonomi daerah. Negara memberikan wewenang seluas-luasnya

untuk pemerintah daerah, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek hubungan 

antara susunan pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah. Hal ini 

diharapkan agar masing-masing pemerintah daerah yang memiliki potensi dan 

keanekaragaman budaya, dapat mengembangkan dan memanfaatkan peluang 

dalam persaingan global, untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang 

adil, makmur dan sejahtera secara menyeluruh. Demokrasi dapat diartikan 

sebagai bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai 

upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara 

untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut (Redaksi Great Publisher, 

2009:233). 

Salah satu cabang kekuasan di daerah adalah legislatif yang diberi 

tugas dalam menjalankan tugas legislasinya di daerah. Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh 

lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, 

dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa 

memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan 

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringnya 

kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah 

bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat 

ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. DPRD didalam Pasal 365 

untuk pemerintah daerah,h, ttetetapi tetap memempmperhatikan aspek-aspek hubungan 

antara susunann pemerintah pusat dan antar pememerintah daerah. Hal ini 

diharapkkaan agar masing-masasinng g pep memeririntn ahah daerah yang mememiliki potensi dan 

keananekaragaman bbududayaya, dapat mengembbangkgkanan ddaan memanfaatatkak n peluang

dalam pepersrsaiainngan gglolobbal, untuk mempercepat ttererwujudndnyaya mmasyarakakat yang 

addilil, , mam kmmuur dan sejahtera secara menyeluruh. Demookrk asii dadapapat t diartitikan 

sebbagai i bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suattuu negagarara sebagaia  

uupayya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara)a  atatass nenegara 

unttuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut (Redaksi Greaat Publisheherr, 

20009:233). 

Salah satutu ccababanangg kek kuasan di dadaererahah aadadalah legislatif yyaang dibeberiri 

tugas dalam menjalankan tugaass leegigislasinya di daerah. Dewan Perwakakililaan 

RaRakykyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewawakikilli sselelururuh 

lalapisan masyarakakatat dd lalam pemmererinintatahahann. Namunn ddalalama  realilitanya seselalamma ini,

dadalalam m meenjnjalalankan peran dad n funggssi sebagai wakakilil rakyayat t bebelum bisa 

memberikan sumbangsih yyang begittu maksimal terhadap kepentingan 

masyarakat. Hal ini dapat dililihat denggaan adanya kenyataan bahwa seringnya 

kebijakan-kebijakan yang telahh ditetetapkan atau diputuskan oleh pemerintah 

bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat
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Undang- undang Nomor 17 Tahun 2014 menjelaskan tentang,tugas fungsi dan 

kewengan DPRD : 

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: 

a. legislasi; 

b. anggaran; dan 

c. pengawasan. 

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan 

dalam kerangka representasi rakyat dikabupaten/kota. 

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, pemberian kedudukan 

yang sama tinggi antara Kepala Daerah dan DPRD di tujukan untuk 

mendorong lahirnya kerjasama yang serasi di antara kedua komponen 

pemerintah daerah, sehingga diharapkan akan terpeliharanya tertib 

pemerintahan di daerah. Memahami konteks tersebut maka pola hubungan 

antara Kepala Daerah dan DPRD adalah kemitraan. Sebagai lembaga yang 

mewakili rakyat daerah dalam urusan pemerintahan di samping Kepala 

Daerah sebagai pelaksana kekusaan eksekutif di daerah, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah merupakan lembaga politik yang berada di setiap provinsi dan 

kabupaten/kota, yang merupakan pelaksana kekuasaan legislatif. 

Dalam kenyataannya fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif tidak 

sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam 

hubungannya dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, hal ini 

bisa terlihat pada ketentuan dalam pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil 

(1) DPRD kabuppatatenen/k/kota memppununyayai fungsi: 

a. llegegiislasi;

b. anggaran; danan 

c. penengagawawasan. 

(2(2) ) KeKetiga ffunungsi sebagaimana dimaksksudud pada a ayayatat (1) dijijala ankan 

dadallam kerangka representasi rakyat dikabupatatene /kota.a. 

UUndang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, pembeberiann kkededudukanan 

yyangg sama tinggi antara Kepala Daerah dan DPRD di tutujukakan n unu tuk k

meenndorong lahirnya kerjasama yang serasi di antara keduaa komponenenn 

pemerintah daerah, sehingga diharapkan akan terpeliharaanya ttertibb 

pepemmerintahan di dadaererahah. MeM mahami kononteteksks tterersesebub t maka pollaa hhubungganan 

antara Kepala Daerah dan DPRPRD D adadalah kemitraan. Sebagai lembaga yayanng 

memewaw kili rakyat daerah dalam urusan pemerintahan di sampmpining g KeKepapala 

DaD er hah s bebagaiai ppelelakaksana kkekekususaaaan n ekeksekutiff didi ddaeaerahh, DDewan PPererwawakilan 

RaRakykyat Daeaerarahh merupakan lemmbaga poollitik yang beradadaa didi setiapp prprovinsi dan 

kabupaten/kota, yang merupaakan pelaksaana kekuasaan legislatif. 

Dalam kenyataannya ffungsi DPPRD sebagai lembaga legislatif tidak 

sepenuhnya berada di tangaan n DDPRD seperti fungsi DPR-RI dalam 

hubungannya dengan Presiden sebabagai pemegang kekuasaan eksekutif hal ini
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perubahan pertama. Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa DPR memegang 

kekuasaan membentuk Undang-Undang, dan pasal 5 ayat (1) menyatakan 

bahwa Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. 

Tetapi hal berbeda terjadi pada pemerintahan Daerah, di mana kewenangan 

untuk menetapkan Peraturan Daerah, baik daerah Provinsi maupun daerah 

Kabupaten/Kota berada ditangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan 

persetujuan DPRD.  Berdasarkan pengaturan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota merupakan pemegang kekuasaan 

eksekutif dan juga legislatif, walaupun pelaksanaan fungsi legislatif tersebut 

harus dengan persetujuan DPRD sebagai lembaga pengontrol pemerintahan di 

daerah, sehingga DPRD dalam pelaksanaan kewenangannya sebagai lembaga 

legislatif tidak melaksanakan kekuasaanya seperti halnya DPR. 

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat strategis dalam 

melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah menyalurkan aspirasi, menerima pengaduan dari masyarakat untuk 

pengambilan kebijakan yang lebih baik.  Pada  Pasal 41 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Pasal 343 ayat (1) 

secara tegas dinyatakan  bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi 

legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan 

sebagai representasi seluruh rakyat di kabupaten/kota. 

kekuasaan membentuk UnUndadang-Undang,g ddan pasal 5 ayat (1) menyatakan 

bahwa Presidenn bberhak mengajukan Rancangan Undndanang-Undang kepada DPR. 

Tetapi hhalal berbeda terjadi ppadda pepememeririntn ahahan Daerah, di mam na kewenangan 

untutuk menetapkanan PPereraturan Daerah, baiikk dadaererahah Provinsi maaupupun daerah

Kabupapatetenn/KoK ta bberer dada ditangan Gubernur dadan Buupap titi/W/Walikota dengan 

pepersrsetetujujuan DDPRD.  Berdasarkan pengaturan tersebbutut dapatat ddisisimi puulkl an 

bab hhwa GGubernur dan Bupati/Wali Kota merupakan pemeegag ngg kkeke uasaaan 

eeksekkutif dan juga legislatif, walaupun pelaksanaan fungsi legisi latiif f tetersrsebut 

harrus dengan persetujuan DPRD sebagai lembaga pengontrol pemmerintahan did  

daaerah, sehingga DPRD dalam pelaksanaan kewenangannya sebaggai lemmbbagga 

lelegigislatif tidak mmelelakaksasananakakan n kekuasaanyyaa sesepepertrtii hahalnya DPR. 

Fungsi Dewan Perwakikilalan RRakyat Daerah sangat strategis ddaalamam 

memelalakukan pembelaan terhadap rakyat, karena Dewan Perwakakililaan RRakakyyat 

DaD er hah menyalulurkrkanan aspirassii, mmenenererimima pengadaduauan n dda iri masyaraakakatt uuntuk 

peengngambilaann kekebijakan yang lebih bbaiaik.  Pada  Pasasall 41 Undndanang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tenttang Pemerrintahan Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2009 tentanng MPR, DDPR, DPD, DPRD Pasal 343 ayat (1) 

secara tegas dinyatakan  bahwwa DDPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi 

legislasi anggaran dan pengawasa an Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan
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Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah negara 

akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (power 

maker). Dalam kondisi demikian, aspirasi masyarakat sebagai pemegang 

kedaulatan relatif terabaikan. Dalam hal ini, masyarakat dapat melakukan 

proses litigasi (penyelesaian sengketa tata pemerintahan) yang diselesaikan 

melalui proses pengadilan. Di sisi lain adanya freies ermessen atau 

discreationarie (wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk 

mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang 

mendesak, tiba-tiba dan belum ada peraturannya) banyak menimbulkan 

sengketa antara pemerintah dengan masyarakat, utamanya dalam 

dikeluarkannya suatu keputusan. Guna meminimalisasi penyimpangan yang 

dilakukan pemerintah (eksekutif), maka dalam menyelenggarakan 

pemerintahan di daerah perlu diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD). http://www.negarahukum.com/hukum/freies-ermessen.html diakses 

pada 4 April 2015 

Fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah sangatlah penting, 

karena memberikan kesempatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap 

pelaksanaan peraturan daerah. Melalui pengawasan oleh dewan, eksekutif 

sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan 

penyelewengan. Dengan hasil pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

akan berjalan sesuai kehenendadakk dan interprpreretasi pemegang kekuasaan (power ((

maker). Dalamm kkondisi demikian, aspirasi masyyararakat sebagai pemegang

kedaulattanan relatif terabaikaan.n DDala amam hhal iini, masyarakatat dapat melakukan 

prososes litigasi (ppenenyeyelel saian sengketa tata peememeririnntahan) yang ddiselesaikan 

melaluuii prprososes ppenengadilan. Di sisi lain adadananya frfreieieses ermesseen atau 

didiscscrereatationaarrie (wewenang yang diberikan kepadada pemmererinintatah h ununtuk 

mengammbil tindakan guna menyelesaikan suatu masalaah h peentntining yangng 

mmendndesak, tiba-tiba dan belum ada peraturannya) banyak mennimimbubulkan 

senngketa antara pemerintah dengan masyarakat, utamannya dalamam 

dikkeluarkannya suatu keputusan. Guna meminimalisasi penyimpangan yangg 

didilalakukan pememeririntntahah ((eksekutif), mamakaka ddalalam menyeelelenggarakakann 

pemerintahan di daerah perlu ddiaiawawasisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat DaDaererahah 

(D(DPRPRD). http://www.negarahukum.com/hukum/freies-ermessen.h.h.htmtmtml ddiaiakskses 

pap da 44 AAprilil 22010155

Fungngsisi pengawasan teterhadap peraturan daerarahh sanggatatlalahh penting, 

karena memberikan kesemppatan kepadda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) untuk lebih aktif daan kreatiff menyikapi berbagai kendala terhadap 

pelaksanaan peraturan daerah. Melalalui pengawasan oleh dewan, eksekutif 

sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan
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(DPRD) akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan 

kebijakan tersebut. 

Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) adalah pengawasan politik yaitu pengawasan yang dilakukan oleh 

lembaga legistalif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (kepala daerah, wakil 

kepala daerah, beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan 

strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administrasi, sebab Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga politik. 

Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diharapkan DPRD mampu memainkan 

perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan 

peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang 

efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang 

berdedikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

mempunyai kaitan erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek 

pengawasan adalah menyangkut pelaksana dari peraturan daerah itu sendiri 

dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam peraturan daerah.   

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengontrol kinerja 

eksekutif dilaksanakan agar terwujud pemerintahan daerah yang baik (good 

local governance) seperti yang diharapkan rakyat.  

Bentuk pengawasaann yyang dilakukkanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) adalah h ppengawasan politik yaitu pengawawasas n yang dilakukan oleh 

lembaga a lelegistalif (DPRD) tterhrhadadapap llemembaagaga eksekutif (keepapala daerah, wakil 

keppala daerah, bbesserertta perangkat daerah)h) yyanang g lebih bersiffatat kebijakan 

strategigis s dadan n bukan n pengawasan teknis maupunun adminnisistrtrasasi,i  sebabb Dewan 

PePerwrwakakiilan RRakyat Daerah adalah lembaga politik. 

BBerdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yangg dimmililikikii Dewaann

PPerwwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diharapkan DPRD mampupu mmememaiainkn an 

perrannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaaaann 

peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan ddaerah yangg

efefisisien, bersih,, bbererwiwibabawawa dan terbebebabass dadariri berbagai prrakaktek yaangng 

berdedikasi korupsi, kolusi, dan nnepepototisme. 

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daererahah ((DPDPRDRD) 

mem mpunyaii kkaititanan eerat dengganan ffunungsgsi i llegislasii, kkararene a padda ddasarrnynyaa oobjek 

peengngawasanan aaddalah menyangkgkut pelakksana dari peratuturaran daerahah iitu sendiri 

dan pelaksanaan kebijakan puublik yang ttelah tertuang dalam peraturan daerah.  

Kewenangan Dewan Perwakiilan Rakyyaat Daerah (DPRD) mengontrol kinerja 

eksekutif dilaksanakan agar terwrwujudud pemerintahan daerah yang baik (good 

local governance) seperti yang dihharapkan rakyat
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Demi mengurangi beban masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, 

dalam memberikan pelayanan kepada warganya.  

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki daerah daerah otonom 

yang tersebar di nusantara. Salah satu bagian dari otonomi daerah adalah 

provinsi Maluku, yang memiliki 8 Kabupaten dan 2 Kota, salah satunya 

adalah  Kabupaten Kepulauan Aru. Kabupaten Kepulauan Aru adalah 

kabupaten defenitif yang dimekarkan dari Kabupaten induk (Maluku 

Tenggara) pada 2003 dengan dikeluarkannya Undang–undang Nomor 40 

Tahun 2003 tentang pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram 

Bagian Timur dan Kepulaun Aru.  

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru  yang 

nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab memerlukan dukungan dan 

partisipasi segenap lapisan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kepulauan 

Aru. 

Kabupaten Kepulauan Aru dalam perkembangan daerah selama ini 

telah mengalami peningkatan yang sangat berarti. Bukti kemajuan itu terlihat 

bahwa Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan penghargaan Adipura, sebagai 

wujud atas kebersihan yang dicapai. Namun hal ini bertolak belakang dengan 

kenyataan fakta dilapangan karena masih banyak sampah yang berserahan di 

jalan akibat tempat sampah yang kurang. 

dalam memberikan pelayyananaan kepada waargrgana ya.  

Negara KKeesatuan Republik Indonesia memililikiki daerah daerah otonom u

yang terrssebar di nusantaraa. . SaSalalah h sasatutu bbaga ian dari otonoomim  daerah adalah 

provovinsi Maluku,u, yyanangg memiliki 8 Kabbupatatenen ddaan 2 Kota, ssala ah satunya 

adalahh  KaKabbupateenn Kepulauan Aru. Kabupapateten Keepupulalauauan Aru u adalah 

kakabubuppuuu ataten ddefenitif yang dimekarkan dari Kabupaatet n innduduk k (Malaluku 

TeT nggarara) pada 2003 dengan dikeluarkannya Undang–unndad ng NNoomor 440 –

TTahuun 2003 tentang pemekaran Kabupaten Seram Bagian BaB raat,t, SSeeram 

Baggian Timur dan Kepulaun Aru. 

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru  yangg 

nynyaata, dinamis, , seserarasisi ddanan bertanggungngjajawawabb mememerlukan dukukuungan dadann 

partisipasi segenap lapisan masysyara akakat dalam wilayah Kabupaten Kepululauauaan 

ArAru.u  

KKabbupatetenn KeKepulauan n ArAruu dadalalam perkrkemembabangn an ddaerah seselalamma ini 

telalah h menggalalamami peningkatan yay ng sanngat berarti. Bukuktiti kkemajjuauann iitu terlihat 

bahwa Kabupaten Kepulauann Aru mendaapatkan penghargaan Adipura, sebagai 

wujud atas kebersihan yang ddicapai. NaNamun hal ini bertolak belakang dengan 

kenyataan fakta dilapangan kareena mmasih banyak sampah yang berserahan di 

jalan akibat tempat sampah yang kuk rang
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Kabupaten Kepulauan Aru sebagai daerah otonom, sangat 

membutuhkan sumber-sumber pendapatan yang diharapkan dapat mampu 

membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

Salah satu jenis retribusi jasa umum, Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan merupakan sumber pendapatan asli daerah yang 

diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan lebih kepada Daerah 

dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat, maka untuk melaksanakan pemungutannya 

perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Aru Nomor 8  Tahun  2014 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan /Kebersihan. Untuk mencapai tujuan pelayan publik yang baik 

bagi masyarakat maka peran pemerintah dibutukan dalam menopang dan 

menghadirkan yang terbaik bagi masyarakat sesuai dengan tujuan pemerintah 

(good governences). Tata kelola pemerintahan yang baik seyogyanya 

memberikan perhatian dan pelayanan yang tebaik pula bagi masyarakat. 

Mengingat pentingnya hal itu dan terutama karena hal itu justru merupakan 

masalah yang harus dipecahkan, maka peneliti terdorong untuk  melakukan 

penelitian tesis yang bejudul: Peran DPRD dalam pengawasan terhadap 

implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan /Kebersihan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

membiayai penyelenggaraaaann pembangunanann dad n pelayanan masyarakat.

Salah sasattu jenis retribusi jasa umumm,, Retribusi Pelayanan 

Persampapahhan/Kebersihan mmerrupupakakanan ssumumbeb r pendapatan aasli daerah yang

dihaharapkan nantitinynyaa dad pat memberikan summbabangngan lebih keppada a Daerah 

dalam rarangngkaka pembibiaayaan penyelenggaraan pememerintahhanan, pepembanguunan n dan 

pepelalayayanan n kekepada masyarakat, maka untuk melaksannaka an ppememunungutannnya 

pe lrlu ddiatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daaere ah KKaabupateen 

KKepuulauan Aru Nomor 8  Tahun  2014 tentang Retribuusi PPelelayayaanan 

Perrsampahan /Kebersihan. Untuk mencapai tujuan pelayan publiik yang baiaikk 

baagi masyarakat maka peran pemerintah dibutukan dalam mennopangg danan 

memengn hadirkan yyanangg teterbrbaiaikk bagi masyararakakatt sesesusuaiai dengan tujuann ppemerinntatahh 

(good governences(( ). Tata kekelololaa pemerintahan yang baik seyoggyayanynya

memembm erikan perhatian dan pelayanan yang tebaik pula bagig mmassyayararakkat. 

MeM ngiingatt pentntiningngnyya hal iitutu ddanan ttererututama kak rerenana hh lal iittu jjustru memeruruppakan

mamasasalah yayangng hharus dipecahkakan, makkaa peneliti terdororongng untukuk  melakukan 

penelitian tesis yang bejuddul: Peran DPRD dalam pengawasan terhadap

implementasi Perda Nomor 8 Tahunun 2014 tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan /Kebersihan. 
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1. Bagaimana Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Aru terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 

8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di 

Kabupaten Kepulauan Aru? 

2. Apa kendala-kendala yang dapat mempengaruhi DPRD Kabupaten 

Kepulauan Aru dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi 

Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan 

/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru? 

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala pengawasaan DPRD terhadap 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi 

Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di KabupatenKepulauan Aru ? 

C. Batasan dan Konsep. 

            Berdasarkan rumusan masalah yang pertama, batasan masalah 

yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah :  Bagaimana 

pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru. Dengan melihat 

sejauh manakah pengawasan DPRD terhadap pemerintah dalam hal 

menghadirkan pelayanan publik bagi masyarakat,serta kotribusi bagi

keuangan daerah (APBD). 

            Berdasarkan rumusan masalah kedua, batasan masalah yang 

menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah : Apa kendala-kendala yang 

8 Tahun 2014 tentanngg ReRetribusi PePelalayayanan Persampahan/Kebersihan di 

Kabupaten KeKeppulauan Aru? 

2. Apa kkendala-kendala yay ngn ddapapatat mmempengaruhi DPDPRD Kabupaten 

KKepulauan ArAru u daalam melakukan pengawawaasana  terhadap imimplementasi 

Perdda a NoNommor 8 8 TaTahun 2014 tentang Retribibusu i Peelalayayananan Persamampahan

/K/Kebebersihahan di Kabupaten Kepulauan Aru? 

3.3. BBagagaiimana upaya untuk mengatasi kendala pengawasaan n DPRDRD tterhadaapp

immplementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentatang RRetetriribusi 

PPelayanan Persampahan/ Kebersihan di KabupatenKepulauan AAru ? 

C. BaBatasan dan KoKonsnsepep. 

           Berdasarkan rumumusaan n masalah yang pertama, batasan maasasalalahh 

yayangng menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah :  Bagaimanana 

ppengawasan DeDewawann Perwakakililanan RRakakyat DaDaererahah terhhaddap implplememeentasi 

PePeraraturan DaDaerah Nomor 88 Tahunn 2014 tentang g ReR tribususii Pelayanan

Persampahan/Kebersihan di  Kabupateen n Kepulauan Aru. Dengan melihat 

sejauh manakah pengawasaan DPRDRD terhadap pemerintah dalam hal 

menghadirkan pelayanan pubblik bagi masyarakat,serta kotribusi bagi

keuangan daerah (APBD)
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Dapat mempengaruhi DPRD dalam melakukan Pengawasan Terhadap 

Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan /Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru. Dengan melihat 

kendala apa yang ditemukan oleh DPRD dalam mengawasi pelaksanaan dan 

pelayanan publik bagi masyarakat.  

Berdasarkan rumusan masalah ketiga, batasan masalah yang menjadi 

fokus kajian dalam penelitian ini adalah : Bagaimana upaya DPRD dalam 

mengatasi kendala pengawasaan DPRD terhadap implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ 

Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru. Dengan melihat sejauh manakah 

upaya DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam mengatasi kendala 

Pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam melakukan Pengawasan 

terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahunn 2014 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/ Kebersihan.

1. Peran  

peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial 

yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh 

kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. (KBBI,2009:12). 

2. DPRD 

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Pakyat Daerah sebagai unsur 

penyelengara pemerintahan daerah. (Pasal 1 angka 4 Undang-undang 

Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerinahan Daerah). 

Persampahan /Kebersihaann didi Kabupatenen Kepulauan Aru. Dengan melihat 

kendala apa yaangng ditemukan oleh DPRD dalam mmenengag wasi pelaksanaan dan 

pelayananan publik bagi masyayaraakakat.t  

Berdasarkakan rurummusan masalah ketiiga, babatatassan masalah yayang menjadi 

fokus kakajijianan dalamm ppenelitian ini adalah : BBagagaia manaa uupapayya DPRDD dalam 

memengngatatasi kekendala pengawasaan DPRD terhadap immplp emenntatasisi PPerattuuran 

DaD erahh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanaan Peersrsama pahann/ 

KKebeersihan di Kabupaten Kepulauan Aru. Dengan melihat sejaj uhh mmananaka ahh 

upaaya DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam mengataasi kendaalaa 

Peengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam melakukan PPengawwasann 

teterhrhadap Peraturanan DDaeaerarahh NoN mor 8 Tahuhunnnn 22010144 tetentang Retribususii PPelayananann 

Persampahan/ Kebersihan.

1.1 Peran  

peran dad lalahah ssebebuah sududutt papandndanangg ddalam sososisiolologii ddan psikollogogii ssosial 

yayangg mmenenganggap sebagigian bessaar aktivitas hharariaian dipeperarannkan oleh 

kategori-kategori yang dittetapkan seccara sosial. (KBBI,2009:12). 

2. DPRD 

DPRD adalah Lembaga PeP rwwakilan Pakyat Daerah sebagai unsur 

penyelengara pemerintahan dadaerah (Pasal 1 angka 4 Undang-undang
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3. Pengawasan 

Dalam panjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah di ubah dengan Undang –

undang 23 Tahun 2014. Kata pengawasan diartikan sebagai proses 

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan 

sesuai dengan rancangan dan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

4. Implementasi  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III (2002:488) memberikan 

pengertian implementasi adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan 

(rancangan, keputusan, dan sebagainya). Sedangkan menurut Van Meter 

dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan 

yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun 

secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Samudra 

Wibawa, 1994:68), selanjutnya menurut Mazmadian: implementasi adalah 

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-

Undang atau bentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif. 

5. Peraturan Daerah  

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan 

persetujuan bersama Bupati/Walikota. (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan). 

2004 tentang Pemerinntatahahan Daerahh, yayangng telah di ubah dengan Undang –

undang 23 TTahun 2014. Kata pengawasan did artikan sebagai proses 

kegiatatan yang ditujukann unntuuk k memenjnjamaminin agar pemerintntaha  daerah berjalan 

sesuai dengaann raancangan dan ketenttuauann peperundang-undadangan yang

berlrlakaku.u. 

4. ImImplplemenentasi  

Dalalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III (2002:4488) memembm erikanan 

ppengertian implementasi adalah proses, cara, perbuatan, mem laaksksananaka an 

(rancangan, keputusan, dan sebagainya). Sedangkan menurutt Van Meteter 

dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakkan tindadakann 

yang dilakukkanan oolelehh pepemem rintah dan sswawaststaa babaikik secara indivividudu maupupunn 

secara kelompok yang dimmaka susuddkan untuk mencapai tujuan (Samumudrdra 

Wibawa, 1994:68), selanjutnya menurut Mazmadian: implemementntassii adadalalah 

pellakksanaan n kekepuputtusan kekebibijajakakann dadasar, bbiaiasasanynya a ddallam bbentukk UUndndang-

UnU dangng aatatau bentuk perintatah-perintntaah atau keputusasann eke sekuutitiff. 

5. Peraturan Daerah  

Peraturan Daerah adalah Peraturann Perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakkyat Daerah Kabupaten/Kota dengan 

persetujuan bersama Bupati/WWaalikota (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12
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6. Retribusi  

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepda masyarakat yang 

menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Di sini terlihat bahwa 

bagi mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara 

langsung berupa fasilitas negara yang digunakannya. Pungutan ini juga 

diatur oleh undang-undang negara, yaitu Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. 

7. Pelayanan  

Setiap orang menginginkan jasa pelayanan yang diterima dan yang 

dirasakan sesuai dengan harapannya. Secara  umum  masyarakat  

menginginkan  pelayanan  yang  sama  dari  apartur  pemerintah,  sebab  

warga negara  yang  mempunyai  kedudukan  yang  sama  didalam  hukum  

berhak  mendapatkan  pelayanan  yang sama. Pelayanan yang bersahabat 

dan profesional sudah menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi oleh para 

penyelenggara pekerjaan administrasi negara (Waworuntu, 1997:18). 

D. Keaslian Penelitian  

Judul penelitian tesis ini adalah Pengawasan DPRD Terhadap 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian 

ini merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari 

hasil penelitian maupun karya tulis lainnya. Dalam tahap awal penelitian ini 

telah di temukan beberapa tesis yang terkait dengan masalah pengawasan 

DPRD. Penelitian yang secara khusus mengenai pengawasan DPRD terhadap 

menggunakan fasilitaass yayang disediakakann olo eh negara. Di sini terlihat bahwa 

bagi mereka a yyang membayar retribusi akan mennererima balas jasanya secara 

langgsusung berupa fasilitaas nenegagarara yyanang g digunakannya. PuP ngutan ini juga 

ddiatur oleh unu dadangn -undang negara, yaittu u UnUndang-Undang g Nomor 19 

Tahuhun n 199997 tenntatanng Pajak Daerah dan Retribibususi. 

7. PePelalayanaann  

Setiiaap orang menginginkan jasa pelayanan yang diteterimaa ddaan yanngg

didirasakan sesuai dengan harapannya. Secara  umum  mamasysyararakat  

menginginkan  pelayanan  yang  sama  dari  apartur  pemeriintah,  sebbabab  

warga negara  yang  mempunyai  kedudukan  yang  sama  didallam huukumm 

berhak  mendndapapatatkakann ppelayanan  yayangng ssamamaa. PPelayanan yang g bbersahababatat 

dan profesional sudah menjjadadi susuatu syarat yang harus dipenuhi oleh h paparra 

pep nyelenggara pekerjaan administrasi negara (Waworuntu, 199797 1:18)8)..

D.D. KeK aslilian PPenelelititiaiann  

Juduull penelitian tesisis ini aaddalah Pengawasasanan DPRRDD Terhadap 

Implementasi Peraturan Daerah Nomoor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi 

Pelayanan Persampahan/Kebeersihan Dii Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian

ini merupakan karya asli dari peenun liss dan bukan merupakan hasil plagiasi dari 

hasil penelitian maupun karya tulilis lainnya Dalam tahap awal penelitian ini
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implementasi peraturan daerah di kabupaten Kepulauan Aru hingga saat ini 

belum ada. Berikut ini merupakan karya tulisan berupa tesis yang di gunakan 

sebagai pembanding 

1. Nurdin Sipayung. NIM, 067005057 dengan Judul Tesis PENGAWASAN 

DPRD TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAN 

PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

 Rumusan masalah a). Bagaimana fungsi Pengawasan DPRD terhadap 

Pemerintahan Daerah? b) Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan DPRD 

terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di 

Kabupaten Serdang Bedagai? c) Hambatan-hambatan Apa saja yang di 

hadapi DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap

Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati?. 

 Tujuan yang hendak dicapai adalah a) Untuk Mengetahui Bagaimana 

Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah b)

Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan DPRD sebagai 

Lembaga Pengawas terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati c) Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang dihadapi 

DPRD dalam Melakukan Pengawasan terhadap Implementasi Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati. 

 Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa DPRD sebagai lembaga legislasi 

berfungsi membuat peraturan daerah yang kemudian DPRD melakukan 

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut serta mengawasi 

Peraturan Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

sebagai pembanding 

1. Nurdin Sippayayuung. NIM, 067005057 dengan Jududulul Tesis PENGAWASAN 

DPRDRD TERHADAP IMMPLLEMEMENENTATASISI PERATURANN DAERAH DAN 

PPERATURAANN BUBUPAP TI DI KABUPAATETENN SESERRDANG BEDADAGAI 

 Rumumususanan masalalahah a). Bagaimana fungsi i PePengawwaasanan DDPRD teterhadap 

PePemem rintntaahan Daerah? b) Bagaimana Pelaksanaan n Penggawawasasanan DPPRD

terhhaadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peratturu an BBuupati ddi 

KKabupaten Serdang Bedagai? c) Hambatan-hambatan Apa a sajaa yyanang di 

hadapi DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasann Terhadadapp

Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati?. 

 Tujuan yangng hhenendadakk didicapai adalahah aa)) UnUntutuk k Mengetahuii BBagaimamanana 

Pengaturan Fungsi Pengawwasasann DDPRD terhadap Pemerintah Daerrahah bb)

Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan DPDPRDRD ssebebagagai 

Le bmbaga PePengngaawas terrhahadadapp ImImplemenntatasisi PPer taturan Daeaerarah h dan

PeP raturarann BuBupati c) Untuk k mengetahahui Hambatan-hahambmbatan yyanang dihadapi 

DPRD dalam Melakukann Pengawaasas n terhadap Implementasi Peraturan 

Daerah dan Peraturan Buppati. 

 Hasil Penelitian ini menunjuku ann bahwa DPRD sebagai lembaga legislasi 

berfungsi membuat peraturan daerah yang kemudian DPRD melakukan
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Pengaturan Pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah sebagaimana 

yang telah di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

maupun dalam peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Serdang Bedagai 

bahwa DPRD memiliki fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. 

Fungsi Pengawasan tersebut dilaksanakan terhadap penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. 

2. Nurhayati. NIM. 06211052 dengan judul Tesis : PENGAWASAN DPRD 

TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  KOTA 

PADANG PANJANG TAHUN 2006 

 Rumusan Masalah a) Bagaimanakah fungsi pengawasan DPRD dalam 

pelaksanaan Peraturan Daerah tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Padang Panjang  tahun 2006 b) Faktor-faktor apa sajakah 

yang menjadi kendala  pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda  di 

Kota Padang Panjang  

 Tujuan Penelitian a) Untuk mengetahui dan mengkaji secara lebih 

mendalam mengenai fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan 

peraturan daerah APBD di Kota Padang Panjang b) Mengidentifikasi 

faktor-faktor yang menjadi kendala  pengawasan DPRD terhadap 

pelaksanaan Perda APBD di Kota Padang Panjang 

 Hasil Penelitian : a) Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Padang Panjang 

maupun dalam peratururanan Tata Tertibib DDPRD Kabupaten Serdang Bedagai 

bahwa DPRDRD memiliki fungsi Legislasi, Annggggaran, dan Pengawasan. 

Funggsisi Pengawasan teersr ebebutu ddililakaksaanan kan terhadapp penyelenggaraan 

PPemerintahann DDaeerah dengan berpeddomaman n pap da ketentuanan Peraturan 

Perurundndanangg-Undadanngan yang berlaku. 

2. NuNurhrhayyatatii. NIM. 06211052 dengan judul Tesis : PEENGN AWAWASASANAN DPPRD

TERRHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERARAH TETENNTANG G

AANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERRAHAH  KOKOTAA 

PADANG PANJANG TAHUN 2006 

 Rumusan Masalah a) Bagaimanakah fungsi pengawasan DPPRD dadalamm 

pelaksanaan PePeraratuturarann DaD erah tentangng  AnAnggggararanan Pendapatan dadan Belaanjnjaa 

Daerah Kota Padang Panjangng  tatahun 2006 b) Faktor-faktor apa saajajakakahh 

yay ng menjadi kendala  pengawasan DPRD terhadap pelaksananaanan PPererdada di 

KoK ta PP dadang g PaPanjnjang  

TTujjuan PePenelitian a) UnUntuk meenngetahui dan mmenengkg ajji sesecara lebih 

mendalam mengenai funngsi pengaawasan DPRD terhadap pelaksanaan 

peraturan daerah APBD di Kota Padang Panjang b) Mengidentifikasi 

faktor-faktor yang menjaddi kkeendala  pengawasan DPRD terhadap 

pelaksanaan Perda APBD di KoKota Padang Panjang
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dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 

tahun 2006 telah berjalan, namun belum optimal ini  dibuktikan bahwa 

masih ditemui dana dana investasi daerah tahun 2006 yang yang disalah 

gunakan oleh oknom Direktur perusahaan daerah Tuah Saiyo yang 

mengakibatkan kebocoran dana sebesar Rp. 685.000.000,- hal ini 

menunjukan belum optimalnya komitmen politik DPRD terhadap 

pengawasan investasi daerah dengan penyertaan modal b) DPRD Kota 

Padang Panjang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

peraturan daerah APBD menghadapi beberapa kendala, masih terdapatnya 

perbedaan pemahaman dan ruang lingkup pengawasan dikalangan anggota 

DPRD dalam menerjemahkan fungsi pengawasan karena belum adanya 

peraturan undang-undang yang mengatur tentang poin-poin pengawasan 

yang harus dilakukan DPRD 

3. Mulyawarman. Dengan judul tesis Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi 

daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang APBD Tahun anggaran 2010.      

Rumusan Masalah 1)Bagaimana mekanisme fungsi pengawasan DPRD 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terheradap pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 1 tahun 2010 tetang APBD tahun aggaran 2010? 2) Apa 

faktor-faktor penghambat dan upaya tindak lanjut DPRD Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyarta terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2010 tentang APBD Tahun anggaran 2010?   

masih ditemui dana ddanana investasi dadaererah tahun 2006 yang yang disalah

gunakan olleheh oknom Direktur perusahaan ddaea rah Tuah Saiyo yang

mengngaakibatkan kebocoorran n dadanana ssebbese ar Rp. 685.00000 .000,- hal ini 

menunjukan belelumum optimalnya ko imitmmenen politik DPRRDD terhadap 

pengngawawasasan invnvesestasi daerah dengan penyeyertrtaan momodadal l b) DPRRDD Kota 

PaPadadang PPanjang dalam melaksanakan pengawasan tterhadadapp pepelal ksannaan 

peraatturan daerah APBD menghadapi beberapa kendala, mmasihh ttererddapatnyaya 

pperbedaan pemahaman dan ruang lingkup pengawasan dikalaangaan n ananggg ota 

DPRD dalam menerjemahkan fungsi pengawasan karena beelum adannyaya 

peraturan undang-undang yang mengatur tentang poin-poin ppengawwasanan 

yang harus dililakakukukanan DDPRP D

3. Mulyawarman. Dengan jududull tetesis Fungsi Pengawasan DPRD Proovivinsnsi 

daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Peratuturaran DaDaererah 

NoN mor 11 TaTahuhunn 202010 tentatangng AAPBPBDD Tahun ananggggara an 22010100.      

RuR musasann MMasalah 1)Bagagaimana mmekanisme funggsisi ppengagawawassan DPRD 

Provinsi Daerah Istimewwa Yogyakaarta terheradap pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 1 tahun 22010 0 tetangng APBD tahun aggaran 2010? 2) Apa 

faktor-faktor penghambat danan uppaya tindak lanjut DPRD Provinsi Daerah

Istimewa Yogyarta terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1
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Tujuan Penelitian : 1) Untuk Mengetahui Bagaimana mekanisme fungsi 

Pengawasan DPRD Provinsi D.I.Y dalam melakukan Pewngawasan 

terhadap Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2010 tentang APBD tahun 2010 

2) untuk mengetahui apa saja factor-faktor penghambat dan upaya tindak 

lanjut DPRD provinsi D.I.Y terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 

nomor 1 tahun 2010 tentang APBD tahun Anggaran 2010.            

Hasil penelitian, Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta masih lemah. Keputusan DPRD hanya berupa 

rekomendasi yang bersifat evaluasi saja. Kepala daerah tidak memiliki 

kewajiban mutlak untuk melaksanakan rekomendasi DPRD tersebut. 

Namun yang perlu diperhatikan meskipun hanya bersifat laporan, tetapi 

DPRD tetap berwenag meminta LKPJ tentang APBD 2010 tersebut dalam 

rangka penyelengaraan fungsi pengawasan (kontrol) yang dimiliki oleh 

DPRD secara kelembagaan walaupun sebenarnya DPRD juga merupakan 

bagian dari pemerintah daerah. 

Persamaan dari karya ilmiah yang digunakan sebagai pembanding 

dengan penelitian penulis yaitu terletak pada ruang lingkup pengawasan 

DPRD. Namun permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang digunakan 

sebagai perbandingan, berfokus pada pengawasan terhadap Peraturan 

Daerah Nomor 8 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di 

kabupaten Kepulauan Aru . Sejauh yang penulis ketahui belum ada karya 

ilmiah yang menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan tema 

yang diangkat sebagai usulan penelitian tesis ini. Penelitian yang akan 

terhadap Peraturan Daeaerarahh nomor 1 tatahuhun 2010 tentang APBD tahun 2010 

2) untuk menengetahui apa saja factor-faktor penghghambat dan upaya tindak 

lanjutut DPRD provinsi DD.I. .Y.Y ttererhahadaapp pelaksanaan PeP raturan Daerah 

nomor 1 tahuun n 20201010 tentang APBD tahuh n AnAnggggaaran 2010.            

Haasisill pepenen litiann, PPelaksanaan fungsi pengawawasan DPDPRDRD PProvinsii Daerah 

IsIstitimmewawa Yogyakarta masih lemah. Keputusan DDPRDD hahanynya a beerur pa 

rekoomendasi yang bersifat evaluasi saja. Kepala daerahah tidakak mmemilikki

kekewajiban mutlak untuk melaksanakan rekomendasi DPPRDD tterersesebut. 

Namun yang perlu diperhatikan meskipun hanya bersifat lapporan, tetapapi 

DPRD tetap berwenag meminta LKPJ tentang APBD 2010 terssebut dadalamm 

rangka penyeyelelengngararaaaann fungsi pengagawawasasann (k(konontrol) yang ddimimiliki ololeheh 

DPRD secara kelembagaan wwalalauupun sebenarnya DPRD juga merupapakakann 

bagian dari pemerintah daerah. 

PPersamamaaaann ddari kkararyaya iilmlmiaiahh yang ddigigununakakan s bebagai pemembabannding 

ded nggan ppenenelitian penulis s yay itu teerlrletak pada ruanngg linggkup p ppengawasan 

DPRD. Namun permasalaahan yang ddikaji dalam penelitian yang digunakan 

sebagai perbandingan, beberfokus ppada pengawasan terhadap Peraturan 

Daerah Nomor 8 tentang Retetribuussi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di 

kabupaten Kepulauan Aru Seejjauh yang penulis ketahui belum ada karya
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dilakukan oleh penulis yaitu, membahas tentang  Peran DPRD dalam 

pengawasan terhadap implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan. 

E. Manfaat  Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tentang pengawasan DPRD 

Terhadap Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi 

Pelayanan Persampahan /Kebersihan adalah dapat memberikan kontribusi : 

1. Manfaat teoritis 

Bagi kemajuan dan perkembagan ilmu pengetahuan secara khusus Hukum 

Tata Negara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi pengawasan 

DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Aru sebagai bahan masukan dalam rangka 

pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan 

Daerah serta masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru khususnya retribusi 

pelayanan sampah . 

F. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk : 

1. Mengetahui dan mengkaji peran pengawasan DPRD dalam 

implementasi peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan /Kebersihan di kabupaten Kepulauan Aru. 

Retribusi Pelayanan PePersrsampahan /KKebebere sihan. 

E. Manfaat PPenelitian 

MManfaat yangng ddihihaarapkaann dadarri hhasasill ppene elelititiian n tetentang penggawa asan DPRD

TTerhadapp IImpm lementassii PePe drda NNomoorr 88 Tahun 201414 tentang Retribusi 

Pelaayayananan Persrsampahan /Kebersihan adalah dapat mememberirikakan n kokontn ribuusis  : 

1.1. MManfnfaat teoritis 

Baagi kemajuan dan perkembagan ilmu pengetahuan secara khk ususus HHukumm 

TTata Negara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi i pengngawawasanan 

DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah. 

2. Manfaat Praktis

Bagi PPemeriintahh DaDaererahah dann DDewewan PPerwakikillan Rakyat Daeaerarahh

Kabupaten Kepulauan Aru sebagai bahan masukan dalam raangngkka 

pepelalaksksananaaaann fufungngsisi ppenengagawawasan DPDPRDRD ttererhahadadapp imimplplememenentatasisi PPereratatuuran 

DaDaererahah sserertta mmaasyarakaatt di KK babupatenen Kepullauauana AAruru kkhuhusususnsnyaya rretribusi 

pelayanan sampah . 

F. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai ddalamam penelitian hukum ini adalah untuk : 

1 Mengetahui dan mengkkaji peran pengawasan DPRD dalam
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2. Megetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan 

Daerah tenteng Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan. 

3. Mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD 

terhadap Implementasi peraturan daerah tentang Implementasi Perda 

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan 

/Kebersihan. 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terdiri atas 5 (lima) bab yang di susun sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah dan batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat 

penelitian, tujuan penelitian, landasan teori, dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan mengenai ruang lingkup 

Pengawasan, tinjauan tentang kedudukan, fungsi, tugas, wewenag, hak, 

kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta tinjauan umum tentang 

pengertian Implementasi, Peraturan Daerah dan Retribusi. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, 

data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer 

Daerah tenteng Impmpllementasi PePerdrda Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Retribussii PPelayanan Persampahan /Kebersihahan.n  

3. MeMengetahui upaya-u-upapayaya aapapa sajaja yang dapatt dilakukan untuk 

mengatasii kekendndala dalam pelaksanaaaann fufungsi pengawawasan DPRD 

teterhrhadadap Impmplelementasi peraturan daerahah ttentangg IImpmplel mentassi Perda 

NNomomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelelayayanann PPerersas mpaha an 

/K/Kebersihan. 

G.G. Sistteematika Penulisan 

Penulisan ini terdiri atas 5 (lima) bab yang di susun sebagai berir kut : 

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini  memengngururaiaikak n latar belalakakangng mmasasalah, rumusaann masalalah,h, 

batasan masalah dan batatasas n n konsep, keaslian penelitian, mananfafaaat 

pep nelitian, tujuan penelitian, landasan teori, dan sistematika ppenenululissanan.

BAABB IIII: TITINJNJAUAUAAN PUSUSTATAKAKA 

BaBabb ini menguraiikak n tentanang tinjauan menengegenai ruruanang lingkup

Pengawasan, tinjauan tenntang keduudukan, fungsi, tugas, wewenag, hak, 

kewajiban Dewan Perwakkili an Rakyayat Daerah, serta tinjauan umum tentang

pengertian Implementasi, Pereraturraan Daerah dan Retribusi. 

BAB III: METODE PENELIITTIAN
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serta bahan hukum sekunder, analisis data berupa bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, interpetasi hukum positif, menilai hukum positif, 

dan penarikan kesimpulan. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

                Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai permasalahan dalam penelitian yaitu secara umum mengenai 

pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap Peran DPRD Dalam 

Pengawasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah tentang Retribusi , 

faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD 

terhadap implementasi Perda tentang Reribusi dan upaya-upaya apa saja 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan 

pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda tentang Retribusi 

Pelayanan sampah dan kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti 

dan saran yang diajukan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang 

diperoleh 

dan penarikan kesimppululaan.

BAB IV: HAHASSIL PENELITIAN DAN PEMBAAHAH SAN

                Bab ini menjelelasskakan n memengngennaia  hasil penelitiaan n dan pembahasan 

mengenai perrmamasasalal han dalam penelilititiann yyaiaitutu secara umumum mengenai 

pelalaksksananaaa n pepenngawasan DPRD terhhadadapap Pererann DPRD Dalam

PePengn awasasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerarah tentntanang g ReR tribbusu i , 

fakttoor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penengawawasasann DPRDD 

teterhadap implementasi Perda tentang Reribusi dan upaya-uupap yaa aapapa saja 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaaanan 

pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda tentangg Retrtriibussi

Pelayanan sampmpahah ddanan kkebersihan di KKababupupatatenen Kepulauan Aruru. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan dari permasalahan yyaang g diditetelliti 

dan saran yayangng ddiiajukan sesebabagagaii titindndak lannjujut t dada iri hhasilil penelititiaian n yang 

did pep rolelehh 

 

 


